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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Permasalahan perlindungan hukum bagi para ABK pada usaha 

perikanan dalam peraturan yang berlaku dapat kita lihat melalui 

prinsip-prinsip yang ada dalam UU Ketenagakerjaan menurut 

Arifuddin Muda Harahap. Salah satu prinsip yang belum ada 

peraturannya secara khusus yaitu  prinsip dalam Pasal 5 UU 

Ketenagakerjaan yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang 

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan dalam 

Pasal 6 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan setiap pekerja/buruh 

berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 

pengusaha. Sangat disayangkan, bahwa dalam peraturan-peraturan di 

atas terdapat peraturan yang belum diatur secara khusus bagi para 

ABK yang bekerja di Indonesia di kapal berbendera Indonesia,  

2. Hal yang belum diatur dalam kententuan mengenai ABK yang dapat 

menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak ABK terdapat pada 

Peraturan Menteri KP Pasal 5 Ayat (2) b Angka 6 yang di dalamnya 

hanya disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menghormati hak 

khusus wanita yang sayangnya tidak disertai penjelasan baik dalam 

bagian penjelasan maupun lampiran peraturan tersebut. Hal tersebut 

perlu menjadi perhatian bagi para pembuat peraturan mengingat 

masih banyak pekerja perempuan yang sering mengalami pelanggaran 

atas haknya sebagai ABK. Sedangkan pengaturan soal berbagai 

perlindungan hak pekerja perempuan lebih lengkap di atur dalam UU 

Ketenagakerjaan yang mengatur hak pekerja perempuan seperti hak 

kesetaraan upah, hak keselamatan dan keamanan, cuti haid, cuti hamil, 
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melahirkan, menyusui, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif 

lainnya. Hal-hal mengenai diskriminasi terhadap para pekerja juga 

disini kosong dan tidak merujuk kepada UU ketenagakerjaan, yang 

pertama ada hal mengenai setiap pekerja memiliki kesempatan yang 

sama tanpa boleh ada diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, 

kemudian setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi dari perusahaan perikanan, dan terakhir 

mengenai penempatan pekerja. Dapat disimpulkan bahwa masih 

terdapat banyak kekosongan pada Peraturan Menteri KP Nomor 35 

Tahun 2015, padahal peraturan ini isinya sangat penting untuk 

memperkuat perlindungan hukum hak-hak para ABK. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada keismpulan di atas, dapat diajukan saran penelitian 

sebagai berikut : 

1. Arah kebijakan yang akan disarankan oleh penulis adalah ditujukam 

kepada Pemerintah untuk segera  memperbaiki kekurangan peraturan 

perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan 

ABK Indonesia yang bekerja pada usaha perikanan berbendera 

Indonesia yang ada saat ini. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan amandemen peraturan yang sudah ada atau membuat 

peraturan baru yang lebih lengkap. 

2. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk membuat ketentuan 

tentang ABK yang belum diatur dalam ketentuan perundang-

undangan, sebab dengan diaturnya ketentuan tersebut maka hak-hak 

para ABK akan semakin terlindungi. 

3. Disarankan kepada ABK untuk mempelajari perjanjian kerja dan 

berbagai peraturan perundang-undang yang mengatur tentang 

perlindungan hukum bagi ABK, agar mereka dapat memperoleh 
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perlindungan hukum secara maksimal pada saat bekerja sebagai ABK 

di perusahaan perikanan. Selain itu, sebelum masuk ke dalam sebuah 

perusahaan sebaiknya meminja jaminan hak dan kewajiban sebagai 

pekerja ABK. 

4. Disarankan kepada perusahaan perikanan untuk memiliki perjanjian 

kerja yang layak di perusahaanya demi melindungi hak-hak para 

ABK. Selain itu, perusahaan perikanan disarankan juga untuk 

memenuhi syarat-syarat yang ada dalam sertifikasi HAM perikanan 

guna melindungi hak-hak para ABK serta menjamin kesejahteraan 

para ABK yang bekerja pada perusahaan perikanan. 

5. Disarankan kepada pengawas untuk mengawasi setiap perusahaan 

perikanan dan calon ABK yang akan menjadi pekerja di perusahaan 

perikanan demi menghindari perusahaan yang tidak sah dan/atau 

perusahaan yang tidak memenuhi standar-standar perusahaan 

perikanan sehingga tidak berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap 

ABK. 

6. Disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sosialisasi 

aturan yang lebih optimal terkait aturan perlindungan hukum bagi 

ABK kepada setiap perusahaan perikanan dan para ABK serta 

berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 

guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ABK . 
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